Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak production sharin%
sebagai kontrak baku : Studi production sharing contract antara BP
Migas dan PT. X

Namira A. Farial, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71 d=20322653& | okasi=lokal

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, pemerintah Indonesia menguasai dan mengelola sumber daya alam
semata-mata untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Khusus dalam bidang pertambangan minyak dan gas
bumi, kedudukan Pemerintah adalah sebagal kuasa pertambangan negara. Kuasa pertambangan ini
diselenggarakan oleh Pemerintah kepada para pelaku bisnis melalui suatu Badan Pelaksana sebagal pihak
yang mewakili pemerintah dalam kegiatan usaha dalam bidang minyak dan gas bumi tersebut. Kontrak
Production Sharing adal ah salah satu bentuk perjanjian baku dalam bidang pertambangan minyak dan gas
bumi. Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kontrak Production Sharing ini, pemerintah
diwakili oleh sebuah badan pel aksana kegiatan usaha hulu selaku penawar kontrak yang bertindak untuk dan
atas nama pemerintah. Pada saat ini badan pelaksana yang ditunjuk adalah Badan Pelaksana K egiatan Usaha
Hulu Bidang Minyak dan Gas (BP Migas). Sedangkan di lain pihak, penerimakontrak adalah para pelaku
bisnis dari dalam dan luar negeri yang merupakan pihak swasta. Oleh karenaitu, perlu diketahui peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai kontrak Production Sharing di Indonesia dan kedudukan
serta kewenangan BP MIGAS dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak Production Sharing beserta
kepastian hukum dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Skripsi ini akan membahas seputar hak
dan kewajiban para pihak (kontraktor dan Pemerintah) dalam kontrak Production Sharing, dan berbagai
landasan hukum bagi pelaksanaan kontrak Production Sharing. Berdasarkan analisa Penulis, padaa khirnya
dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban pihak PT. X sebagai kontraktor
dalam kontrak Production Sharing lebih dominan jika dibandingkan dengan hak-hak dan kewajiban BP
Migas. Hal ini antaralain terlihat pada ketidakjel asan batasan-batasan pada beberapa pasal yang
menyangkut penggantian biaya operasional dari pihak kontraktor. Oleh karenaitu, secara umum perjanjian
ini tidak memenuhi asas keseimbangan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam KUH Perdata. Di masa
yang akan datang, sebaiknya klausul-klausul dalam kontrak Production Sharing ini lebih disempurnakan
lagi, dalam rangka untuk |ebih menyeimbangkan kedudukan antara kedua belah pihak.
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